EVALUASI DISTRIBUSI PENYALURAN BERAS MISKIN (RASKIN) DIDESA PUNGGUR KECIL KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA by Saragih, Rajama Sahala et al.
EVALUASI DISTRIBUSI PENYALURAN BERAS MISKIN (RASKIN)
 DI DESA PUNGGUR KECIL KECAMATAN SUNGAI KAKAP



























EVALUASI DISTRIBUSI PENYALURAN BERAS MISKIN (RASKIN)
 DI DESA PUNGGUR KECIL KECAMATAN SUNGAI KAKAP
 KABUPATEN KUBU RAYA

Rajama Sahala Saragih. T1, A. Hamid A. Yusra2,  dan Marisi Aritonang2
(1)Mahasiswa Fakultas Pertanian dan (2) Staf Pengajar Fakultas Pertanian




Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengevaluasi distribusi penyaluran program beras miskin (raskin) di desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder dengan jumlah responden sebanyak 40 orang dengan jumlah populasi sampel 382 orang. Analisis data yang digunakan adalah analisis ketepatan sasaran, analisis ketepatan jumlah, analisis ketepatan harga, analisis ketepatan waktu, analisis ketepatan kualitas dan analisis ketepatan administrarasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keefektifan pendistribusian program raskin berdasarkan analisis kinerja ketepatan sasaran yaitu tidak efektif karena dalam pendistribusian raskin ada penambahan nama penerima raskin yang tidak terdaftar dalam data penerima raskin, kinerja ketepatan waktu tidak efektif, kinerja ketepatan harga tidak efektif, kinerja ketepatan jumlah efektif, kinerja ketepatan kualitas belum efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi dari kinerja keefektivitas penyaluran program raskin belum efektif. 




         This study aims to evaluate the distribution of poor rice distribution program (raskin) in Punggur Kecil Village, Sungai Kakap District, Kubu Raya District. Research data using primary data and secondary data with the number of respondents as many as 40 people with a sample population of 382 people. The data analysis used is objective accuracy analysis, quantity accuracy analysis, price accuracy analysis, timeliness analysis, quality precision analysis and administration accuracy analysis. The results showed that the effectiveness level of the distribution of raskin program based on the analysis of the target performance performance was not effective because in the distribution of raskin there were additional names of recipients of raskin that were not registered in the data of Raskin recipients, ineffective timeliness performance, ineffective price precision, , quality precision performance has not been effective. So it can be concluded that the evaluation of the effectiveness of the distribution of Raskin program has not been effective.




Krisis Ekonomi yang terjadi belakangan ini telah menimbulkan dampak yang begitu luas dan berkepanjangan. Mundurnya kegiatan perekonomian menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran sehingga daya beli masyarakat semakin menurun. Banyak keluarga yang tidak mempunyai sumber pemasukan lagi, sehingga kualitas pangan yang dapat dikonsumsi menurun, anak putus sekolah dan tidak sanggup lagi untuk berobat ke PUSKESMAS ataupun rumah sakit. Melihat kenyataan tersebut telah membawa dampak yang demikian merugikan bagi kehidupan negara dan masyarakat.
Kemiskinan menjadi tantangan utama pembangunan saat ini, bahkan dunia internasional telah menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai Millenium Development Goals (MDGs). Secara teoritis dan empiris telah dipahami bahwa usaha penanggulangan kemiskinan tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar (market mechanism) karena pasar hanya bekerja atas dasar efisiensi alokasi sumberdaya. Terjadinya kegagalan pasar (market failure) akan menyebabkan tujuan pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan tidak efektif. Oleh karena itu intervensi Pemerintah dalam bentuk kebijakan publik diperlukan untuk mengoreksi kegagalan pasar dan meningkatkan efektivitas pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (Dunn, 2000, Gruber, 2005, Stiglitz, 2000)





                       Sumber Data : BPS Kalbar, 2017

Masyarakat miskin di Indonesia mempunyai masalah kekurangan gizi makro. Masalah kekurangan gizi makro yaitu masyarakat yang kekurangan energi dan protein (KEP). Guna mengatasi masalah kemiskinan yang berkaitan dengan kekurangan gizi makro tersebut Pemerintah telah menetapkan Kebijakan Perberasan yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2002. Dalam butir kelima diamanatkan bahwa pemerintah memberikan jaminan bagi persediaan dan pelaksanaan distribusi beras bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan.
Raskin merupakan salah satu bentuk kebijakan publik pemerintah Indonesia dalam mendistribusikan beras khusus untuk rumah tangga miskin (Tabor and Sawit, 2001). Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) dulunya dinamakan Operasi Pasar Khusus (OPK) Beras dalam rangka membantu keluarga miskin yang terkena rawan pangan akibat krisis moneter, ekonomi dan menurunnya produksi pangan dan pada tahun 2002, fungsi program diperluas sebagai perlindungan sosial masyarakat (social protection) dan namanya diubah menjadi Raskinagar lebih tepat sasaran (Bulog, 2010).
Raskin yang sejak tahun 2015 berubah nama menjadi Rastra (Beras Sejahtera) merupakan subsidi pangan pokok dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi keluarga miskin sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin. Rastra merupakan program yang sama dengan Raskin hanya yang membedakannya sebutan untuk program tersebut dan pembagian beras yang sebelumnya 12 kali dalam setahun menjadi 14 kali pembagian dalam setahun. Menurut DPR-RI (2015) menjelaskan bahwa istilah sebelumnya kata beras miskin (Raskin) dianggap kurang sopan untuk didengar, maka diubah menjadi beras sejahtera (Rastra), tetapi pengubahan istilah tersebut tetap memiliki tujuan yang sama. Menurut DPR-RI (2015), Edhy Prabowo selaku Ketua Komisi IV dalam rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan Perum Bulog (17/09/2015) menjelaskan bahwa “Beras sejahtera ini diartikan jangan menganggap mendeskriditkan orang, agar bahasa penyebutannya lebih sopan didengar, namun yang paling penting bukan namanya tetapi adalah kualitasnya yang sampai kepada RTS tidak berkutu, berbau dan pecah-pecah sehingga kualitasnya harus terjamin.” 
Beras merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang sekarang disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pokok dalam bentuk beras. Selain itu, Raskin atau Rastra bertujuan untuk meningkatkan dan membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan, sehingga semua pihak yang terkait bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan dan pencapaian tujuan.
Menurut Pedoman umum (Pedum) Rastra 2015, Rastra merupakan implementasi dari instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati atau Walikota diseluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaaan stabilitas ekonomi nasional. Menurut TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) 2012, bahwa Rastra adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin). Program Rastra adalah program nasional lintas sektoral baik vertikal (Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah) maupun horizontal (lintas Kementerian atau Lembaga), sehingga semua pihak yang terkait bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan dan pencapaian tujuan Rastra.
Menurut TNP2K (2012), penyaluran beras bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para rumah tangga sasaran dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu, Rastra juga untuk membantu kelompok miskin mendapat cukup pangan dan nutrisi karbohidrat tanpa kendala. Efektivitas Rastra sebagai perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada kecukupan nilai transfer pendapatan dan ketepatan sasaran kepada kelompok miskin.
Melalui program Raskin atau Rastra, setiap RTS-PM atau KPM dapat membeli sejumlah beras di titik distribusi dengan harga yang lebih murah dari harga di pasaran (bersubsidi). Selama pelaksanaan program, jumlah beras yang dialokasikan untuk setiap RTS-PM mengalami beberapa perubahan, namun tetap pada kisaran 10-20 kg per distribusi, dan pada 2006 berjumlah 15 kg. Harga beras bersubsidi yang harus dibayar RTS-PM pada awal pelaksanaan program adalah Rp 1.000 per kg di titik distribusi. Sejak 2008 harganya dinaikkan menjadi Rp 1.600 per kg. Frekuensi distribusi juga mengalami perubahan antara 10-13 distribusi per tahun atau rata rata satu kali setiap bulan (BULOG, 2012).
Keberhasilan program Raskin atau kinerja Program Raskin diukur berdasarkan kriteria tolok ukur yang sering disebut dengan 6 tepat (6T), meliputi tepat sasaran, jumlah, harga, waktu, kualitas dan administrasi. Terlepas dari catatan kinerja Program Raskin yang tergolong memiliki efektivitas rendah, pemerintah masih memiliki waktu dan ruang yang cukup luas dalam melakukan berbagai perbaikan dan penyempurnaan Program Raskin sehingga mampu menjawab tantangan efektifitas 6T ke depan.
Berdasarkan Pedoman Umum Raskin Tahun 2015, Dasar hukum atau Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan program Raskin/Rastra adalah sebagai berikut :
1.	Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
1.	Undang-undang No. 18 Tahun 2012, tentang Pangan.
1.	Undang-undang No. 47 Tahun 2009, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
1.	Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan.
1.	Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003, tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG.
1.	Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
1.	Inpres No. 3 Tahun 2012, tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.
1.	Surat Edaran Mendagri No. 900/2634/SJ Tahun 2013, Tentang Pengalokasian Biaya Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi.
Tujuan program Raskin/Rastra adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan dalam bentuk beras. Sedangkan manfaat dari program Rastra (Pedoman Umum Raskin, 2015) adalah sebagai berikut:
1.	Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
1.	Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di Titik Distribusi), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS.
1.	Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
1.	Stabilisasi harga beras di pasaran.
1.	Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsisi sebesar Rp. 1.600,-/kg, dan menjaga stok pangan nasional.
1.	Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.
Di Kabupaten Kubu Raya khususnya di desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap, daftar penerima manfaat (DPM) Rastra semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini 

Tabel 1.2Daftar Penerima Manfaat Raskin (DPM-Raskin ) Desa Punggur Kecil
Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya
Tabel	Jumlah RTS
20132014201520162017	395395395395382
	      Sumber : Perum Bulog Drive Kalbar, 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa data dasar penerima manfaat raskin mengalami beberapa kali perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk dengan kriteria miskin semakin mengalami penurunan. Namun kenyataannya di lapangan Daftar Penerima Manfaat Raskin yang telah ditetapkan pemerintah melalui data oleh BPS jauh berbeda dengan jumlah Daftar Penerima Manfaat Raskin atau Rastra yang ada di desa / kecamatan. Jumlah penerima rastra di lapangan ternyata lebih besar dari daftar RTS/KPM dari Pemerintah (Sumber data Primer). Permasalahan utama Program Raskin atau Rastra adalah kurang tepatnya sasaran penerima manfaat karena kesalahan persepsi masyarakat dan aparat desa mengenai Program Raskin atau Rastra. Banyak kasus di lapangan menunjukkan bahwa raskin dibagi rata atau bergilir karena alasan sosial, kebersamaan, gotong royong dan sebagainya. Masih terdapat masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori miskin, tetapi minta jatah raskin. Sebaliknya masih ada rumah tangga miskin yang belum menerima raskin.
Secara khusus di desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya selain masalah RTS yang melebihi Kouta RTS dari Pemerintah, salah satu masalah lainnya adalah tidak sesuainya harga raskin yang harus di bayar dengan harga yang ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan raksin serta waktu pendistribusiannya yang tidak tepat waktu.
		Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Sasaran Program Raskin Tahun 2017 adalah berkurangnya beban pengeluaran RTS berdasarkan data PPLS-11 BPS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 180 Kg/RTS/tahun atau setara dengan 15 kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp1,600/kg netto di TD ( BULOG, 2012 ).
	Evaluasi kinerja Program Raskin diukur berdasarkan kriteria tolok ukur yang sering disebut dengan 6 tepat (6T), meliputi tepat sasaran, jumlah, harga, waktu, kualitas dan administrasi. Dari permasalahan-permasalahan yang ditemui di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dengan mengacu pada indikator pelaksanaan program raskin yang diukur dengan kriteria 6T tersebut melatarbelakangi perlunya dilakukan penelitian mengenai pelaksanaan penyaluran Program Raskin ini sehingga dapat diketahui seperti apa hasil dari pelaksanaan program dan langkah-langkah yang harus dilakukan kedepan. Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan program Raskin/Rastra bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program Rastra berjalan khususnya di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap. Sehingga penelitian berguna untuk memberikan masukan dan sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan efektivitas program Raskin/Rastra di masa yang akan datang, sehingga manfaat Raskin/Rastra benar-benar dirasakan oleh rumah tangga sasaran dalam upaya pengentasan kemiskinan. 
Berdasarkan pengamatan peneliti, sehubungan dengan Evaluasi Program Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap masih ditemui gejala-gejala sebagai berikut :
1.	Masih terdapatnya ketidaktepatan sasaran penerima Rastra ( Observasi Lapangan)
1.	Masih terjadi keterlambatan waktu penyaluran beras ke titik distribusi 
1.	Masih terdapatnya ketidaktepatan Harga Tebus Rastra
Oleh karena itu, upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan pelayanan guna mengentaskan kemiskinan serta bentuk upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat nya yaitu dengan di keluarkan nya program baru atau penyempurnaan dari program lama yang berpihak pada rakyat miskin yaitu Rastra (Beras Sejahtera). Berdasarkan kenyataan dalam Program Raskin atau Rastra ini, peneliti melihat ada beberapa kejanggalan yang terjadi pada program Rastra di desa Punggur Kecil yang diberikan Pemerintah kepada RTS-PM/KPM. 
 Bertitik tolak dari dari hal ini maka dilakukanlah penelitian tentang Evaluasi Distribusi Penyaluran Beras Miskin di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.

B.	Masalah Penelitian
Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini kedalam perumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana evaluasi distribusi penyaluran program beras miskin (raskin) di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya ?

C.	Tujuan Penelitian




	Sebagai Syarat untuk meraih gelar sarjana di Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura.
2.	Bagi Pemerintah
Sebagai informasi para Penentu kebijakan program raskin dalam menentukan dan merumuskan kebijakan yang akan datang, khususnya dalam program ketahanan pangan.
3.	Bagi Instansi Terkait





A.	Metode, Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriftif yaitu dengan jenis metode survey. Menurut Nazir (2005), metode deskriftif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari peneletian deskriftif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Berusaha menjelaskan tentang gambaran umum keadaan sosial ekonomi masyarakat desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dengan berbicara berhadapan muka dengan orang tersebut. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian mereka. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan santai terbuka dengan maksud untuk memberikan keleluasaan kepada responden untuk memberikan jawaban atau mengeluarkan pandangan-pandangan mereka tentang permasalahan yang diajujukan maupun studi pustaka kemudian direlevansikan dengan teori-teori yang ada dalam literatur maupun untuk dianalisa.
Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (purposive) yaitu di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Desa Punggur Kecil dipilih sebagai lokasi penelitian karena di desa Punggur Kecil distribusi penyaluran raskinnya masih belum efektif. (Data Primer Pra Penelitian).
Penelitian mengenai Analisisa Evaluasi Distribusi Penyaluran Beras Miskin (Raskin) di desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya akan dilaksanakan pada bulam Mei 2017 sampai dengan selesai penelitian.

B.	Populasi dan Pengambilan Sampel
Menurut Sudjana (1996:5) populasi adalah adalah totalitas semua nilai dari perhitungan pengukuran kuantitatif dan kualitatif dari karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek lengkap yang di pelajari sifat-sifatnya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Daftar Penerima Manfaat RTS yang tertera pada data yang dimiliki oleh pemerintah yaitu berjumlah 382 orang.
Sampel menurut Nazir (1988:325) adalah sebagian dari populasi. Menurut Suparmoko (1995:54) beberapa hal dapat dipakai sebagai petunjuk menentukan besarnya sampel yaitu :
1.	Bila populasi N besar, persentase yang kecil saja sudah dapat memenuhi syarat.
2.	Besarnya sampel hendaknya jangan kurang dari 30
3.	Sampel seyogyanya sebesar mungkin selama dana dan waktu masih mengjangkau.
Menurut Umar ( 2005), agar ukuran sampel yang diambil representatif (terwakili), maka dihitung menggunakan rumus Slovin dengan presisi 15% dengan rumus :

Dimana :
n = Jumlah Sampel
N = Jumlah Populasi
e = Persen Kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan.





Menurut Suparmoko (1991), beberapa hal dapat dipakai sebagai petunjuk untuk menentukan besarnya persentase sampel yaitu :
1.	Bila populasi N besar, persentase yang kecil saja sudah dapat memenuhi syarat.
2.	Besarnya sampel hendaknya jangan kurang dari 30
3.	Sampel seyogyanya sebesar mungkin selama dana dan waktu masih dapat menjangkau .
Berdasarkan pendapat tersebut dan pertimbangan kemampuan dana, waktu, serta tenaga maka jumlah petani yang menjadi sampel adalah 40 responden sehingga setiap tempat mempunyai peluang dapat terwakili oleh responden.

C.	Teknik dan Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui :
1.	Wawancara langsung
2.	Kuesioner
3.	Catatan-catatan yang tersedia di lapangan atau di lokasi penelitian.
Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber lain yang masih mempunyai hubungan dengan penelitian ini seperti BPS (Badan Pusat Statistik), penelitian terdahulu dan lain-lain.

D.	Variabel Penelitian
Menurut Sandjaya (2006:81) pengertian variabel adalah faktor yang apabila diukurmempunyai nilai yang bervariasi. Jadi, variabel penelitian yang diamati untuk mengevalusi distribusi penyaluran raskin atau rastra adalah sebagai berikut :
1.	Tepat sasaran yaitu Sasaran dari program raskin adalah Rumah Tangga Miskin (RTM). Para RTM tersebut telah terseleksi melalui musyawarah desa (mudes) dan dicatat dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1). Tepat sasaran merupakan tingkat kesesuaian data RTS penerima raskin sesuai dengan Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang dikeluarkan BPS dibandingkan dengan jumlah RTS keseluruhan. Kriteria dari indikator tepat sasaran ini adalah raskin hanya diberikan kepada RTM-PM yang terdapat dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) hasil survey PPLS 2012. Indeks kinerja ketepatan sasaran yang diukur dalam (%)
2.	Tepat jumlah yaitu Rumah Tangga Miskin (RTM) mendapatkan jumlah beras yang harusnya diterima seperti dalam aturan penyaluran raskin yang ditetapkan oleh pemerintah.Kriteria dari indikator tepat jumlah ini adalah jumlah beras yang merupakan hak penerima manfaat adalah sebanyak 15 kg/RTM/ bulan selama 10 bulan. Indikator tepat jumlah ini merupakan indikator yang menunjukkan kesesuaian jumlah raskin yang diterima RTS per bulan berdasarkan standart yang sudah ditetapkan. Indeks kinerja ketepatan jumlah beras yang seharusnya diterima responden terhadap jumlah beras yang aktual diterima responden diukur dalam (%)
3.	Tepat harga yaitu Harga adalah faktor penentu yang mempengaruhi besarnya konsumsi beras masyarakat. Harga tebus yang dibayar oleh para penerima raskin tidak sesuai dengan harga tebus raskin normatif. Harga tebus yang tidak wajar ini menambah penderitaan masyarakat miskin yang menjadi target dari pelaksanaan raskin. Kriteria tepat harga merupakan tingkat kesesuaian harga tebus raskin oleh RTS berdasarkan standart, yaitu Rp. 1.600,-/kg di titik distribusi. Indeks kinerja ketepatan harga diukur dalam (%)
4.	Tepat waktu yaitu Pelaksanaan distribusi program raskin harus tepat waktu kepada RTM sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pemerintah dan perum bulog. Tepat waktu merupakan indikator yang menunjukkan kesesuaian waktu pendistribusian sesuai rencana jadwal pendistribusian. Indeks kinerja ketepatan waktu diukur dalam (%)
5.	Tepat Kualitas yaitu Kualitas beras raskin berdasarkan pedum raskin adalah beras berkualitas medium kondisi baik dan tidak berhama, sesuai dengan standar kualitas pembelian pemerintah yang diatur dalam perundang-undangan. Kualitas beras yang diterima manfaat harus sesuai dengan kualitas yang ditetapkan oleh penerima. Tepat kualitas merupakan persentase ketepatan kualitas beras yang diterima oleh RTS dibandingkan kualitas standart raskin. Indeks kinerja ketepatan kualitas diukur dalam (%)
6.	Tepat Administrasi yaitu Tepat administrasi merupakan tingkat kepatuhan pengelola program raskin di kabupaten/kota berdasarkan norma-norma yang ada dalam Pedoman Umum Raskin yaitu terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu.

D.	Analisis Data
Untuk mengevaluasi distribusi penyaluran beras miskin (raskin) di desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap perlu diketahui efektivitas kinerja penyaluran raskin melalui 6 indikator penyaluran raskin yang sudah tertera pada pedum raskin (2015) maka digunakan analisis sebagai berikut :
(a). Ketepatan Sasaran
a.1 Untuk menghitung apakah masyarakat penerima raskin adalah memang miskin yang diukur dengan tingkat kemiskinan dengan menggunakan acuan konsumsi beras/kapita/tahun yaiutu sbb :
a.1.1 Pendapatan Perkapita Keluarga
Pd per Kapita= Pd Kel : JAK 
Dimana :
Pd per Kapita = Pendapatan per Kapita (Rp/Th)
Pd Kel = Pendapatan Keluarga (Rp/Th)
JAK = Jumlah Anggota Keluarga, dengan :
      Acuan Tingkat Kemiskinan dengan Konsumsi Setara Beras
a.	Miskin dengan kriteria konsumsi beras ≤ 480 kg beras/kapita/tahun
b.	Miskin sekali dengan kriteria konsumsi beras ≤ 320kg beras /kapita / tahun
c.	Paling miskin dengan kriteria konsumsi beras ≤ 270 kg beras /kapita / tahun
a.1.2 Tingkat Kesejahteraan masyararakat dapat diukur dengan mengatahui Pengeluaran RTM dan pendapatan keluarga masyararkat
Tingkat Kesejahteraan =  Pengeluaran Kelurga : Pendapatan Keluarga
Dimana,  pengeluaran keluarga dihitung dengan :
Pengeluaran Keluarga = Pengeluaran pangan + Pengeluaran non Pangan
 
a.2. Kinerja Ketepatan sasaran RTS-PM
	
	Dimana :
			S  = Indeks kinerja ketepatan sasaran (%)
		Sa = Jumlah rumah tangga yang aktual menerima





	J  = Indeks kinerja ketepatan jumlah (%)
		Js = Jumlah beras yang aktual seharusnya diterima responden (15kg/RTM/bulan)





		H  = Indeks kinerja ketepatan harga (%)
		Hs = harga beras yang seharusnya dibayar responden (Rp/kg)





	W   = Indek Kinerja ketepatan waktu (%)
	Ws =  Waktu rencana jadwal pendistribusian 





K   = Indek Kinerja ketepatan kualitas (%)
Ks =  Kualitas Standar Raskin 
Ka = Kualitas beras yang aktual diterima oleh RTS

f). Ketepatan Administrasi




A.	Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian
a.	Letak Geografis Daerah Penelitian
1.	Letak Geografis dan batas wilayah
Daerah penelitian ini adalah desa Punggur Kecil yang terletak di Kecamatan Sungai Kakap. Secara geografis desa Punggur Kecil terletak antara 0° 0’32” Lintang Utara 0° 15’ 32” Lintang Selatan serta 105° 4” 11” - 105° 17° 7” Bujur Timur dengan luas wilayahnya adalah 45,75 Km2.
Secara administratif batas wilayah desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap menurut mata angin adalah sebagai berikut :
	Sebelah Utara 	: Berbatasan dengan desa Pal IX dan kota 
		Pontianak
	Sebelah Barat	: Berbatasan dengan desa Kalimas
	Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan desa Rasau Jaya dan Desa 
	Pematang Tujuh
	Sebelah Timur	: Berbatasan dengan desa Sungai Raya dalam 
 	 Dan Desa Teluk Kapuas

2.	Kondisi Iklim





           Tabel 4.1 Kondisi Iklim di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap
No	Keadaan Iklim	Kriteria
1	Ketinggian dari permukaan laut	0 -1 m dpl
2	Curah Hujan	1500 – 3500 mm / Th
3	Suhu rata-rata harian	30 – 34°
4	Kelembaban	65 – 95 Rh
5	Iklim	Tropis / Basah
      Sumber : Monografi Desa Punggur Kecil, 2017

b.	Keadaan Demografi Daerah Penelitian
1.	Penduduk
Berdasarkan data profil desa Punggur Kecil menunjukkan bahwa jumlah penduduk desa Punggur Kecil kecamatan Sungai Kakap sampai dengan tahun 2017 berjumlah 12.235 orang dengan jumlah kepala keluarga (KK) 2.066 orang. (Tabel 4.2)

           Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Punggur Kecil Menurut Jenis Kelamin




   Sumber : Monografi Desa Punggur Kecil, 2017

2.	Agama
Agama yang dianut oleh penduduk desa Punggur Kecil yaitu agama Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Budha, Konghucu. ( Tabel 4.3)











	 Sumber : Monografi Desa Punggur Kecil, 2017

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Punggur Kecil beragama Islam yaitu berjumlah 10.375 orang.

c.	Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk
1.	Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan adalah lamanya seseorang menempuh pendidikan formal, yang dibedakan menjadi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) dan Perguruan Tinggi.
Kemajuan pembangunan suatu daerah erat hubungannya dengan tingkat pendidikan baik formal maupun informal. Pendidikan bukan hanya untuk mengetahui tingkat kecerdasan saja, namun pendidikan harus dibina dan dikembangkan demi kemajuana suatu daerah. Kemampuan suatu masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan tergantung pada taraf pendidikan masyarakatnya. Ada beberapa indikator yang dipakai untuk mengukur tingkat pendidikan antara lainn persentase yang dapat membaca dan menulis serta tingkat pendidikan yang ditamatkan dapat dilihat pada tabel 4.4













    Sumber : Monografi Desa Punggur Kecil,2017
Tabel 4.4 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di Des Punggur Kecil adalah penduduk dengan tingkat pendidikan tamatan SD, yaitu berjumlah 4.507 orang. Keadaan ini jelas kurang menguntungkan karena tingkat pendidikan formal yang rendah dapat menyebabkan mereka sulit menerima metode  dan teknologi yang baru.

2.	Umur
Umur atau usia adalah salah satu ukuran untuk menilai tingginya angkatan kerja suatu daerah. Untuk desa Punggur Kecil jumlah penduduk angkatan kerjanya cukup tinggi.
Menurut Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, usia produktif adalah usia 17-55 tahun, sedangkan usia kerja tidak produktif adalah 0-16 tahun dan usia 55 tahun ke atas. Berdasarkan konsep tersebut, maka sebagian besar penduduk desa Punggur Kecil berada pada kelompok usia produktif sehingga angkatan kerja di wilayah tersebut cukup tinggi. Dalam tabel disajikan mengenai struktur umur penduduk 0-50 tahun keatas berdasarkan data monografi kelurahan (Tabel 4.5)

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Menurut Umur






 Sumber : Monografi Desa Punggur Kecil, 2017

3.	Mata Pencaharian

















Sumber : Monografi Desa Punggur Kecil, 2017













Tabel 4.7 Jumlah Responden Menurut Umur di Desa Punggur Kecil







Sumber : Analisis Data Primer, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa jumlah responden yang terbanyak adalah pada kelompok umur 40 sampai 49 tahun yaitu 16 orang/responden atau sebesar 40%. Sedangkan responden pada umur 30 sampai 39 tahun paling sedikit jumlahnya yakni 5 orang atau hanya sebesar 12,5%.

b.	Tingkat Pendidikan
	Tingkat pendidikan adalah jenjang seseorang menempuh pendidikan formal yang dapat dikelompokkan menjadi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU). Selain mempunyai fungsi formal, tingkat pendidikan juga menentukan karakteristik sikap individu terhadap jenis kebutuhan yang dikonsumsi sehari-hari.
Menurut (Salim :82:37-82) bahwa tingkat pendidikan dapat mempengaruhi persepsi manusia terhadap kebutuhan pokoknya. Dengan demikian maka tingkat pendidikan yang tinggi akan mempengaruhi jumlah dan mutu dari jenis kebutuhan yang diinginkan. (Tabel 4.8)









Sumber : Analisis Data Primer, 2018

Berdasarkan tabel 4.8 di atas maka dapat diihat bahwa tingkat pendidikan responden masih relatif rendah dengan jumlah 18 responden (45%) dari 40 responden hanya memiliki pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan 12 orang responden (30%) memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama sedangkan responden dengan tingkat pendidikan SMA/SMK hanya 2 responden saja (5%). Rendahnya tingkat pendidikan ini tentu saja memberikan pengaruh yang besar terhadap cara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh keluarga rumah tangga penerima manfaat raskin dalam menentukan jumlah, jenis dan mutu barang yang dibutuhkan dalam keperluan sehari-hari. Misalnya kebutuhan non pangan.
Pada kenyataannya tingkat pendidikan yang rendah dimiliki oleh responden tidak hanya mempengaruhi suatu pola konsumsi tetapi juga pekerjaan.

c.	Jumlah Anggota Keluarga
Jumlah anggota keluarga adalah banyaknya jumlah anggota keluarga dalam suatu rumah tangga yang terdiri dari kepala rumah tangga, istri, anak,  orang tua, keluarga dekat atau mertua. (Tabel 4.9)












 Sumber : Analisis Data Primer, 2018
Pada tabel 4.9 di atas, diketahui bahwa responden dengan jumlah anggota keluarga 6 orang merupakan jumlah responden terbanyak yakni 9 responden atau sebesar 22,5%. Sedangkan responden yang memiliki jumlah anggota keluarga sebanyak 1 orang adalah jumlah responden yang paling sedikit hanya 1 orang saja atau sebesar 2,5%.
	Jumlah anggota keluarga menentukan berapa besar konsumsi yang akan dibeli, semakin banyak anggota keluarga jumlah pengeluaran juga semakin besar.

d.	Mata Pencaharian
Secara garis besar, masyarakat desa Punggur kecil Kecamatan Sungai Kakap bekerja sebagai buruh baik itu buruh tani, buruh serabutan, buruh bangunan dan buruh yang lain juga ada yang sebagai petani, dan pedagang. (Tabel 4.10)

Tabel 4.10 Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan









	Sumber : Analisis Data Primer 2018

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, jumlah responden yang bekerja sebagai buruh  adalah sebanyak 38 responden (90 %) dari jumlah responden 40 orang. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pekerjaan dari penerima manfaat Raskin di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap adalah sebagai buruh baik itu buruh tani, buruh bangunan, buruh serabutan, buruh cuci dan buruh lainnya. 

C.	Pendapatan Responden
Pendapatan digambarkan dengan keadaan ekonomi seseorang atau keluarga apakah mampu mencukupi dan memenuhi kebutuhan hidupnya juga kesejahteraan bagi keluarganya. Pendapatan adalah salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat atau keluarga.
	Pendapatan dalam penelitian ini adalah hasil yang diterima keluarga Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dari sumber pendapatan yang rata-rata bekerja sebagai buruh dan sumber pendapatan lain. Adapun sumber pendapatan tersebut merupakan sumber utama dari keluarga dalam membiayai kebutuhan sehari-hari dan sumber pendapatan dari anggota keluarga responden.
	Sumber pendapatan yang terdiri dari beberapa jenis pekerjaan yaitu buruh, pedagang, supir atau kernet truk. Adapun upah yang diterima dari setiap pekerjaan bervariasi berkisar Rp. 350.000- 3000.000/bulan sedangkan sumber pendapatan lain anggota keluarga berkisar Rp. 300.000- 1.500.000/bulan. Rata-rata pendapatan dari masing-masing keluarga dengan berbagai jenis pekerjaan tersebut adalah Rp. 18.514.500/tahun.(pada lampiran III).
	Berdasarkan hasil analisis responden mengacu pada data dari BPS yang mengkategorikan tingkat pendapatan menjadi 3 kategori yaitu kategori pendapatan tinggi adalah > Rp. 1.500.000 berjumlah 18 orang atau 45 %. Sedangkan untuk kategori pendapatan sedang yaitu diantaraRp. 750.000 – Rp. 1.500.000 berjumlah 11 orang atau sebesar 27,5 %, sedangkan yang berpendapatan rendah yaitu < Rp. 750.000 sebanyak 11 atau 27,5 %.(Tabel 4.11)
 
Tabel 4.11 Distribusi Responden menurut Tingkat Pendapatan





   Sumber : Analisis Data Primer, 2018

D.	Pengeluaran Pangan dan Non Pangan Rumah Tangga Penerima Manfat Raskin

a.	Pengeluaran Pangan
Pada dasarnya kebutuhan akan pangan yng terdiri dari makanan pokok, lauk pauk dan sayuran merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditunda dalam pemenuhannya. Dalam penelitian ini responden sangat sulit dalam pemenuhan akan kebutuhan pangan. Hal ini terjadi karena pendapatan yang rendah dimiliki oleh responden sangat rendah.
Oleh karena itu hal yang paling utama dalam kesulitan pemenuhan kebutuhan pangan adalah rendahnya tingkat pendapatan yang dimiliki responden. Hal ini dapat dipahami yaitu apabila  responden mempunyai pendapatan besar maka kesempatan untuk memperoleh kebutuhan akan lebih baik.
Berdasarkan hasil analisis pengeluaran konsumsi pangan terlihat bahwa pendapatan yang rendah berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi pangan responden. (Tabel 4.12)

Tabel 4.12 Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga
Penerima Manfaat Raskin
Jenis Pengeluaran	Jumlah PengeluaranPangan Keluarga (Rp/thn)	Jumlah PengeluaaranPangan Keluarga (Rp/Bln)
Makanan Pokok (Beras)	Rp. 4.152.000	Rp. 346.000
Lauk pauk	Rp. 7.927.875	Rp. 660.650
Sayuran	Rp. 1.228.000	Rp. 102.400
Jumlah	Rp. 13.307.875	Rp. 1.109.050
            Sumber : Analisis Data Primer, 2018
	Berdasarkan tabel 4.11 maka dapat dilihat rata-rata pengeluaran pangan responden sebesar Rp. 10.200.000,- (lampiran IV). Besarnya pengeluaran pangan yang dikeluarkan oleh responden dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan perkapita pada masing-masing responden. Dengan kata lain hal ini menunjukkan bahwa konsumsi untuk pengeluaran pangan merupakan salah satu faktor penentu pertumbuhan ekononomi. Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga.  Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.  Rata-rata pengeluaran rumah tangga dapat digunakan untuk melihat pola konsumsi dan tingkat kesejahteraan dari rumah tangga yang bersangkutan.
	Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap ini dapat diketahui bahwa konsumsi yang terbesar dari jenis pengeluaran pangan adalah konsumsi untuk lauk pauk, dimana rata-rata pengeluaran sebesar Rp. 7.927.875 (lampiran IV). Besarnya pengeluaran lauk pauk dipengaruhi besarnya pendapatan responden. Hal ini menunjukkan bahwa  konsumsi rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga. makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga.  Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan Indonesia yang sekaligus juga indikator kesejahteraan penduduk Indonesia.

b.	Pengeluaran Non Pangan
Dalam aktivitas perekonomian suatu  negara, konsumsi mempunyai peran penting di dalamnya serta mempuyai pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas perekonomian. Semakin tinggi tingkat  konsumsi, semakin tinggi tingkat perubahan kegiatan ekonomi dan perubahan dalam pendapatan nasional suatu negara. Konsumsi keluarga merupakan salah satu kegiatan ekonomi keluarga untuk memenuhi berbagai kebutuhan barang dan jasa. Dari komoditi yang dikonsusmi itulah akan mempunyai kepuasan tersendiri. Oleh karena itu, konsumsi seringkali dijadikan  salah satu indikator kesejahteraan keluarga.
 Tingkat kesejahteraan suatu negara merupakan salah satu tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di negara tersebut dan konsumsi adalah salah satu penunjangnya. Makin besar pengeluaran untuk konsumsi barang dan jasa, maka makin tinggi tahap kesejahteraan keluarga tersebut
Kebutuhan non pangan yang meliputi kebutuhan pakaian, kesehatan, pendidikan dan transportasi merupakan suatu kebutuhan yang dapat mencerminkan tingkat kehidupan responden. Hal ini dikarenakan pada suatu keluarga responden yang memiliki tingkat pendapatan yang  relatif besar maka kebutuhan akan pakaian, kesehatan, pendidikan, dan transportasi akan menjadi lebih besar (Tabel 4.13). 
Tabel 4.13 Rata-rata Pengeluaran Non pangan Rumah Tangga Penerima Manfaat Raskin






 Sumber : Analisis Data Primer, 2018
Pola konsumsi sering digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan suatu masyarakat dapat pula dikatakan membaik apabila pendapatan  meningkat dan sebagian pendapatan tersebut digunakan untuk mengkonsumsi non makanan, begitupun sebaliknya.
		Berdasarkan tabel 4.13 maka diketahui bahwa rata-rata pengeluaran  non pangan yang terbesar dikeluarkan responden yaitu sebesar Rp. 3.766.154,-             yang meliputi kebutuhan transportasi merupakan kebutuhan yang terbesar dibandingkan dengan kebutuhan pakaian, kesehatan dan pendidikan. (lampiran V). Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa jumlah pengeluaran responden untuk memenuhi kebutuhan konsumsi non pangannya masih tergolong kecil atau sedikit dibandingkan dengan tingkat pengeluaran untuk konsumsi pangannya. Hal ini dapat dikatakan bahwa rata-rata responden di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap masih belum sejahtera. Dengan masih tingginya pola konsumsi pangan dari non pangan yang ada di rumah tangga  responden menunjukan rumah tangga miskin masih mendominasi. 

Tabel 4.14 Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga Penerima Manfaat Raskin Berdasarkan Jenis Pengeluaran Pangan dan Non pangan
Jenis Pengeluaran	Rata-rata Pengeluaran Keluarga(Rp/thn)	Rata-rata PengeluaranKeluarga(Rp/bln)
Pangan	13.982.875	1.165.240
Non Pangan	  1.581.000	131.750
Jumlah Rata-rata 	15.563.875	1.296.990
   Sumber : Analisis Data Primer, 2018
Berdasarkan analisis data primer dalam tabel 4.14 dapat diketahui rata-rata pengeluaran untuk pangan dan non pangan adalah sebesar Rp.15.563.875,- (lampiran VI). Besarnya jumlah pengeluaran dan pendapatan tidak seimbang yaitu pengeluaran lebih besar dari pendapatan yang diperoleh. Untuk mengatasi hal ini responden melakukan pinjaman uang kepada kelurga atau temannya. Besarnya jumlah pengeluaran pangan dan non pangan oleh responden dikarenakan besarnya pendapatan yang diperoleh oleh responden yang rendah..

E.	Pengukuran Tingkat Kemiskinan dari Pendapatan Perkapita Keluarga
Tinggi rendahnya tingkat pendapatan yang diperoleh suatu keluarga akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga tersebut. Dapat dipahami apabila suatu keluarga mendapatkan pendapatan total yang tinggi diimbangi dengan pengeluaran rumah tangga yang tinggi maka keluarga tersebut tidak dapat mengalokasikan pendapatan lebihnya untuk menabung.
Pendapatan total adalah seluruh pendapatan yang diperoleh keluarga baik dari pendapatan pokok dan pendapatan lain. Melalui pendapatan total ini maka dapat dihitung pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita adalah pendapatan yang dibagi dengan jumlah anggota keluarga. Oleh karena itu apabila diketahui pendapatan perkapita maka dapat diketahui tingkat kesejahteraan responden di desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap. Berdasarkan analisis data primer kebutuhan makanan pokok (beras) dan menggunakan analisis setara beras diketahui dengan rata-rata pendapatan perkapita Rp. 3.665.765 dan rata-rata setara beras 359,45 maka dapat disimpulkan bahwa keluarga penerima manfaat raskin tergolong tidak miskin. (lampiaran VII).
Hal tersebut dikarenakan tingkat pendapatan responden yang sedang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan dan pangannya khususnya makanan pokok (beras) yaitu pada setara beras, miskin jika pengeluarannya kurang dari 480 kg setara beras, miskin sekali jika pengeluarannya kurang dari 360 kg setara beras, dan paling miskin jika pengeluarannya kurang dari 270 kg setara beras per kapita per tahun. Pada prinsipnya, setiap responden mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dalam membelanjakan sebagian atau seluruh pendapatan yang diperolehnya. Perbedaan tersebut dapat diartikan yaitu perbedaan pendapatan, jumlah anggota keluarga, jenis, mutu dan jumlah akan kebutuhan yang akan dikonsumsi masing-masing keluarga.

F.	Evaluasi Kinerja Keefektifan Penyaluran Program Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin)

a.	Kinerja Tepat Sasaran
  Program Raskin seharusnya mampu memberikan manfaat terhadap rumah tangga miskin yang menjadi sasaran program, sebagaimana tujuan dari program tersebut yaitu mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras (Menko Kesra, 2013:11). Untuk mencapai tujuan tersebut harusnya pelaksanaan program Raskin dilaksanakan sesuai dengan indikator keberhasilan kinerja program Raskin yang telah ditetapkan di dalam Pedoman Umum Raskin tahun 2013, yaitu tercapainya target 6T yang terdiri atas tepat sasaran penerima Raskin yaitu Raskin hanya diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sesuai dengan Basis Data Terpadu hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K.
Program beras miskin yang dibuat pemerintah sejak tahun 2008 yang lalu adalah dalam rangka membantu masyarakat tidak mampu ( masyarakat miskin ) untuk bertahan hidup melalui pemenuhan kebutuhan pokoknya khususnya beras dengan harga murah melalui subsidi pemerintah. Sehingga untuk menilai tepat sasaran program beras miskin dilakukan melalui penilaian apakah program ini bisa memecahkan masalah masyarakat miskin memenuhi kebutuhannya.
Agar program ini tepat sasaran dan bermanfaat bagi penerima Beras miskin maka pemerintah membuat pedoman umum Beras miskin yang diperbaharui setiap tahunnya. Dalam Pedoman Umum Beras Miskin tahun 2016 diatur bahwa Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Beras Miskin ( RTS-PM ) adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari program beras miskin 2016 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ( TNP2K ), yang telah dimutahirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/musyawarah kelurahan tahun 2014 yang tertuang didalam Formulir Rekapitulasi Pengganti ( FRP ) 2014 dan telah dilaporkan kesekretariat TNP2K sesuai tanggal yang telah ditetapkan dan disahkan Kemenko Kesra RI dan Data Rumah Tangga hasil pemutahiran daftar penerima manfaat ( DPM ) oleh musyawarah desa / kelurahan pemerintah setingkat. 
Rumah Tangga Sasaran dalam program Beras miskin ditanda dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Kartu ini sebagai pengendali administrasi agar tidak salah dalam pendistribusian beras miskin. Kesalahan dalam pendistribusian merupakan masalah yang akan berakibat fatal dalam masyarakat. Sehingga Kartu Raskin akan memudahkan pendistribusian beras miskin. Kriteria yang menjadi dasar dalam penetapan penerima beras miskin adalah rumah tangga yang berpendapatan tidak menentu, jumlah anggota keluarga banyak, terdapat balita dan anak usia sekolah, kondisi fisik rumahnya kurang layak huni. Keluarga seperti itulah yang diutamakan untuk menerima program beras miskin.  
Kinerja tepat sasaran merupakan tingkat kesesuaian data Rumah Tangga Sasaran Penerima Raskin (RTS-PM) yang sesuai dengan Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang dikeluarkan oleh BPS.
Program Raskin atau Rastra seharusnya mampu memberikan manfaat terhadap rumah tangga miskin yang menjadi sasaran program, sebagaimana tujuan dari program tersebut yaitu mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras (Menko Kesra, 2013:11). Untuk mencapai tujuan tersebut harusnya pelaksanaan program Raskin dilaksanakan sesuai dengan indikator keberhasilan kinerja program Raskin yang telah ditetapkan di dalam Pedoman Umum Raskin tahun 2013, yaitu tercapainya target 6T yang terdiri atas tepat sasaran penerima Raskin yaitu Raskin hanya diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sesuai dengan Basis Data Terpadu hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2. Raskin atau rastra hanya diberikan kepada Rumah Tangga Miskin penerima manfaat yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM). Rumah tangga yang tidak termasuk dalam kriteria tersebut tidak berhak untuk menerima Raskin atau rastra. Agar penyaluran lebih tepat sasaran, maka pendataan dilakukan secara berkala yakni diperbaharui setiap tahun dengan melibatkan kepala lingkungan serta diawasi langsung oleh aparat desa dan aparat BPS sehingga segala bentuk penyimpangan maupun penyelewengan dapat diperkecil.  
Penentuan Penerima Manfaat rastra atau KPM dapat dilakukan sebagai berikut yaitu penentuan keluarga sasaran penerima manfaat rastra dititik distribusi dilakukan dengan mengacu data (KPS Alek dan KS-1 Alek) yang dikeluarkan oleh BKKBN. Dari data tersebut, selanjutnya dimusyawarahkan di tingkat Kelurahan/ Desa dengan melibatkan Kepala Desa/Lurah, tokoh masyarakat atau institusi kemasyarakatan yang ada di daerah tersebut. Dalam musyawarah tersebut meliputi proses verifikasi, evaluasi dan penetapan keluarga miskin sesuai skala prioritas, sehingga diperoleh jumlah penerima manfaat yang sesuai dengan pagu jumlah keluarga yang telah ditetapkan. Hasil pemilihan KK Sasaran sesuai musyawarah desa dibuatkan risalah dan disahkan oleh Pejabat Pemda setempat. Dalam rangka meningkatkan transparansi maka daftar nama penerima Manfaat yang sudah disahkan harus dapat diketahui oleh masyarakat luas. Daftar Keluarga Penerima beras Raskin yang telah dipilih melalui musyawarah desa disahkan oleh Kades /Lurah/Camat.  Setiap Keluarga Penerima Manfaat Raskin yang sah diberikan Kartu Tanda Penerima Raskin. Daftar nama penerima beras Raskin per Desa / Kelurahan direkap oleh Kepala Desa / Lurah dan disahkan/diketahui oleh Camat. Selanjutnya rekap per Kecamatan disahkan/diketahui oleh Bupati/ Walikota dan dilaporkan ke Gubernur.
 Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan bahwa sebagian responden merupakan Rumah Tangga Sasaran Penerima manfaat (RTS-PM) yang telah terdaftar sesuai dengan Daftar Penerima Manfaat (DPM-1). Di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang biasa dikenal dengan istilah RTS-PM Raskin, dimana nama-nama penerima manfaat raskin ini telah sesuai dengan daftar penerima manfaat yang dikeluarakan oleh masing-masing kelurahan yang ada di desa Pungggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap namun yang sebagian lagi tidak terdaftar pada daftar Penerima Manfaat Raskin.
Hal ini dapat dilihat pada lampiran IX yang menjelaskan untuk kinerja ketepatan sasaran belum efektif  yaitu karena beras yang didistribusikan oleh pemerintah kepada rumah tangga miskin belum tepat sasaran sesuai dengan daftar DPM-1 yaitu kinerja keefektifan sasarannya hanya 65% (Lampiran IX) dan tabel 4.15.
Tabel 4.15 Keefektifan Kinerja Tepat Sasaran
No	Efektivitas Kinerja Ketepatan Sasaran	Jumlah Responden (org)	Persentase (%)
1	Responden yang sesuai data DPM Raskin	26	65
2	Responden yang tidak sesuai data DPM Raskin	14	35
Jumlah	40	100
Sumber : Analisis Data Primer, 2018
Dari tabel 4.15 diatas menunjukkan bahwa indikator kinerja ketepatan sasaran penerima manfaat raskin atau yang saat ini telah berubah nama menjadi rastra ( beras sejahtera) hanya 26 orang yang tepat sasaran atau sekitar 65%, jika ditinjau dengan indikator efektif penyaluran raskin yang menyatakan bahwa pendistribusian raskin atau rastra dikatakan efektif jika keenam indkator berada diatas atau sama dengan 80%. Apabila hasil dari analisis data primer di lapangan menunjukkan bahwa indikator efektivitas penyaluran raskin di bawah 80% maka pendistribusian raskin dikatakan tidak efektif (Tabel 2.1). Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa indikator keefektifan kinerja Tepat sasaran belum dapat dikatakan efektif.


b.	Kinerja Tepat Jumlah dan Tepat Harga
	Raskin atau Rastra merupakan subsidi pangan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras dimana masing-masing keluarga akan menerima beras sebanyak 15 kg/KK dengan harga netto Rp. 1600 per kg di titik distribusi.
	Pemerintah memberikan jumlah beras 15 kg/KK dengan maksud dapat meringankan beban pengeluaran untuk pangan bagi masyarakat yang kurang mampu atau rumah tangga miskin. Namun yang terjadi di lapangan bahwa rastra tidak hanya dibagikan kepada masyarakat yang seharusnya menerima sesuai dengan data yang tertera pada Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) tetapi juga dibagikan kepada masyarakat miskin yang namanya tidak terdaftar dalam DPM-1 dan kepada rumah tangga yang tidak tergolong miskin. Hal ini terjadi karena masih banyak masyarakat miskin yang berhak menerima raskin tidak terdaftar dalam Daftar Penerima manfaat (DPM-1) pada data di masing-masing desa. Sehingga Ketua RT/RW di beberapa wilayah memutuskan untuk membagi rata raskin kepada masyarakat miskin yang namanya tidak terdaftar pada daftar penerima manfaat. Hal ini yang menyebabkan raskin yang diterima oleh RTS menjadi tidak tepat sasaran dan tidak efektif karena yang menjadi tujuan dari pemberian raskin untuk membantu rumah tangga miskin dalam memenuhi kecukupan kebutuhan pangan tidak tercapai  namun kinerja ketepatan jumlah raskin yang diberikan oleh pejabat setempat seperti RT/RW sudah sesuai yaitu 15 Kg (Lampiran X) namun tidak setiap bulan yang diterima yaitu masing-masing rumah tangga tangga menerima raskin dalam waktu 3 bulan sekali.(Analisis Data Primer, 2018)
Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya. Harga sangat mempengaruhi posisi dan kinerja keuangan dan juga mempengaruhi persepsi pembeli dan penentuan posisi merek.
Harga dapat berubah-ubah dengan cepat pada saat yang sama penetapan harga dan persaingan harga adalah masalah utama yang dihadapi banyak eksekutif pemasaran. Harga menjadi ukuran bagi konsumen dimana ia mengalami kesulitan dalam menilai mutu produk yang kompleks yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan apabila barang yang diinginkan konsumen adalah barang dengan kualitas atau mutu yang baik maka tentunya harga tersebut mahal sebaliknya bila yang diinginkan kosumen adalah dengan kualitas biasa-biasa saja atau tidak terlalu baik maka harganya tidak terlalu mahal.
Hasil dari penelitian terhadap 40 responden di Desa Punggur kecil Kecamatan Sungai Kakap yaitu kinerja ketepatan harga penjualan rastra belum efektif karena masyarakat miskin dapat menebus rastra tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah yaitu Rp. 1600/kg sesuai dengan pedoman umum raskin atau rastra namun harga tebus rastra di lapangan oleh masyarakat miskin yaitu Rp. 3.400/Kg. Hal ini tentu saja sangat menyimpang dari harga tebus raskin yang ditetapkan oleh Perum Bulog dan Pemerintah sehingga sangat memberatkan masyarakat miskin dan tujuan dari diadakannya program raskin yang untuk membatu masyarakat miskin untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada masyarakat miskin tidak terwujud. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.16)

Tabel 4.16 Rata-rata Jumlah Beras dan Harga Beras Miskin
Yang Diterima Responden




 Sumber : Analisis Data Primer, 2018

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa kinerja ketepatan jumlah beras miskin adalah 100% adalah efektif (berdasarkan kriteria efektifitas raskin yaitu efektif jika berada atau sama dengan 80%), sedangkan kinerja ketepatan harga adalah 47,1% (lampiran X) yang menunjukkan bahwa ada penyimpangan dari harga tebus raskin dan tidak efektif dari segi kinerja ketepatan harga tebus raskin berdasarkan kriteria efektifitas raskin yaitu efektif jika berada atau sama dengan 80%. (lampiran X). Sejak awal pelaksanaan Program Raskin pada 1998 sampai dengan 2007, pemerintah menetapkan harga beras Raskin di titik distribusi (TD) sebesar Rp1.000 per kg; dan sejak 2008 diubah menjadi Rp1.600 per kg. Dibandingkan dengan harga pasar, harga beras Raskin jauh lebih murah. Dengan adanya harga subsidi tersebut berarti RTS hanya membayar harga beras Raskin sebesar 27% dan 22% dari harga pasar. Tingkat subsidi sebesar ini tentunya sangat berarti bagi rumah tangga miskin. Jika RTS membayar sesuai dengan harga patokan, maka program Raskin setidaknya akan mampu mengurangi pengeluaran RTS untuk pembelian beras sekitar 23% – 25% per bulan.  Namun sayangnya, RTS tidak sepenuhnya bisa menikmati manfaat subsidi tersebut.Hal ini antara lain dikarenakan RTS harus membayar harga Raskin yang lebih mahal dari harga ketetapan di titik distribusi.
Sehubungan dengan adanya perbedaan harga Raskin, banyak faktor yang menjadi penyebabnya, baik faktor yang bersumber dari kekurangjelasan dan atau kekurangtegasan aturan main, maupun faktor teknis dan non-teknis yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaksana pembagian Raskin di lapangan. Secara singkat, faktor-faktor tersebut meliputi antara lain:  
 Pedum Raskin dari awal sampai 2011 menyatakan bahwa tingkat harga Raskin yang ditetapkan oleh pemerintah berlaku di tingkat titik distribusi (TD). Masalahnya, tidak semua TD bisa sekaligus berfungsi sebagai titik bagi yakni titik terakhir yang berfungsi sebagai tempat RTS membeli Raskin. Untuk mendistribusikan beras Raskin dari TD ke RTS, Pedum Raskin 2011 menyatakan bahwa biayanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan Raskin, tidak ada aturan yang mengikat pemerintah daerah dalam menyediakan dana untuk membiayai kegiatan tersebut. Kontribusi dana APBD dalam pelaksanaan program Raskin tidak bersifat co-sharing fund, melainkan lebih bersifat additional fund yang sifatnya juga cenderung “sukarela”. Bagi daerah yang menganggap TD sebagai TB, dengan sendirinya pemerintah daerah bersangkutan merasa tidak perlu memberikan dana tambahan sebagai biaya distribusi.  Kondisi inilah yang kemudian memunculkan “kreativitas” pelaksana Raskin di lapangan untuk menaikkan harga Raskin dengan alasan membiayai distribusi beras dari TD ke TB. Hal ini lah yang menyebabkan indikator tepat harga menjadi tidak efektif seperti halnya yang tejadi di Desa Punggur Kecil yang harga tebus raskinnya jauh lebih mahal dari harga tebus raskin yang seharusnya yaitu  Rp. 1.600/Kg.
c.	Kinerja Tepat Waktu
	Pelaksanaan program Raskin dikatakan tepat waktu apabila waktu pelaksanaan distribusi/penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi/penyaluran (Menko Kesra, 2013:37). Ketepatan waktu diartikan sebagai rumah tangga menerima Raskin ≥ 15 kali dalam setahun karena semakin banyak frekuensi rumah tangga menerima Raskin maka semakin banyak jumlah beras yang diterima, sehingga semakin mendekati rata-rata kebutuhan konsumsi beras rumah tangga.
Berdasarkan  hasil kuesioner dilapangan terhadap sampel sebanyak 40 responden  yang menyatakan bahwa waktu pendistribusian raskin tidak tepat waktu. Waktu pendistribusian raskin seharusnya sampai kepada masyakarat miskin selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan, tetapi kenyataannya dilapangan pendistribusian raskin ke titik distribusi hingga tanggal 20 ke atas setiap bulannya dan jadwal penerimaannya adalah dengan jumlah 15 Kg/3 bulan yang artinya bahwa masyarakat miskin yang namanya sudah terdaftar untuk menebus raskin pada bulan itu maka akan mendapatkan jatah tebus lagi tiga bulan kemudian tidak dapat menebus raskin setiap bulannya sesuai dengan yang tertuang pada pedum raskin.
		Keterlambatan penyaluran raskin tersebut karena RT/ RW atau Kepala desa setempat memilih membagi rata raskin kepada seluruh warganya termasuk yang tidak terdaftar pada data DPM yang di keluarkan oleh pemerintah dengan alasan agar semua warganya merasakan manfaat raskin namun itu menyebabkan kinerja ketepatan sasaran dan kinerja waktu pendistribusian nya juga menjadi tidak efektif yaitu masyarakat harus menerima raskin 3 bulan sekali dengan tanggal pendistribusian yang tidak sesuai dengan pedum raskin yaitu selambat-lambat nya tanggal 10 setiap bulannya namun kenyataannya dilapangan waktu pendistribusian nya di atas tanggal 10 dan untuk kinerja ketepatan waktu distribusi dapat dikatakan tidak efektif karena kinerja keefektifannya hanya 47,62% (Lampiran XI).
		Keterlambatan penyaluran raskin tersebut juga  disebabkan karena keterlambatan pembayaran hutang oleh tim raskin di Kecamatan / Kelurahan / Desa. Keterlambatan dalam pembayaran hutang tersebut dikarenakan jaminan pembayaran dari Pemkab telat keluar, sehingga Bulog terlambat memproses penyalurannya  maka pendistribusian raskin untuk bulan berikutnya menjadi terlambat sehingga membuat program pendtribusian raskin tidak efektif, sehingga rumah tangga miskin merasa kesulitan memperoleh beras jika terjadi keterlambatan dalam pendistribusian beras miskin. Karena program raskin sangat membantu rumah tangga miskin dalam mengatasi masalah pangan.
d.	Kinerja Tepat Kualitas
	Pada mekanisme pelaksanaan program beras miskin (raskin) yang tertera dalam Pedoman umum (Pedum) Penyaluran Beras Raskin (2017:19) “bahwa Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau Pelaksana Distribusi harus melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Beras Miskin (Raskin) yang diserahkan oleh Satuan kerja (Satker) di Titik Diostribusi (TD).”
Pada dasarnya kebutuhan akan pangan terutama beras merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditunda dalam pemenuhannya. Beras raskin yang diberikan pemerintah adalah beras dengan kualitas medium yaitu beras dalam kondisi baik, tidak berhama, tidak bekerikil,tidak patah dan bau pera/apek. Namun pada kenyataannya, kondisi di lapangan menunjukkan hal sebaliknya karena masih banyak responden yang mendapatkan beras dengan kualitas buruk yaitu warna beras masih kuning, berdebu, bau apek, pecah serta berkerikil.  (Tabel 4.17)

Tabel 4.17 Kualitas Raskin yang Diterima Responden





 Sumber : Analisis data Primer, 2018
		Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui responden yang mendapatkan kualitas raskin yang sedang ada 22 orang atau sebesar 55 % dan yang mendapatkan beras raskin dengan kualitas yang baik (medium) 8 orang   atau 20 % dan yang menerima raskin dengan kualitas yang buruk ada 10 orang atau 25% (lampiran XI). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas beras yang diterima oleh RTS penerima manfaat raskin rata-rata sedang. Ini menunjukkan bahwa tujuan dari program Raskin tidak tercapai karena tujuan raskin untuk mengurangi beban pengeluaran RTS melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras tidak dapat terpenuhi. Terkait dengan kualitas beras Raskin ini sebenarnya terdapat dilema. Apabila menggunakan beras berkualitas baik maka akan banyak anggota masyarakat relatif mampu yang tertarik untuk membeli Raskin, sehingga ketepatan sasaran menjadi berkurang. Sementara itu, kalau kualitas beras jelek, penyaluran beras menjadi tidak sesuai dengan kontrak pembelian beras Raskin BULOG sehingga banyak keluhan dari masyarakat. Selain itu, banyak rumah tangga tidak mau membelinya atau beras Raskin tidak untuk dikonsumsi melainkan untuk makanan ternak sehingga tujuan pemerintah untuk memberikan kecukupan pangan bagi RTM  menjadi tidak tercapai

G.	Evaluasi Strategi Penyaluran Program Raskin dari Bulog hingga Titik Distribusi

Evaluasi program adalah metode sistematik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program. Evaluasi program dapat dikelompokkan menjadi evaluasi proses (process evaluation), evaluasi manfaat (outcome evaluation), dan evaluasi akibat (impact evaluation). Evaluasi proses (process evaluation) meneliti dan menilai apakah intervensi atau layanan program telah dilaksanakan seperti yang direncanakan, dan apakah target populasi yang direncanakan telah dilayani. Evaluasi ini juga menilai mengenai strategi pelaksanaan program. Evaluasi manfaat (outcome evaluation) meneliti, menilai, dan menentukan apakah program telah menghasilkan perubahan yang diharapkan. Jika melalui evaluasi atau penilaian yang objektif ternyata ditemukan kesenjangan antara hasil yang seharusnya dicapai dengan hasil yang nyatanya dicapai, hasil penemuan itu akan sangat berguna dalam menentukan langkah-langkah perbaikan apa yang harus diambil sehingga dalam proses berikutnya hasilnya akan lebih baik lagiDistribusi Raskin dianggap efisien jika mampu menyampaikan beras untuk keluarga miskin ke penerima manfaat dengan biaya distribusi yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Dalam mekanisme pelaksanaan distribusi raskin maka diperlukan strategi yang tepat oleh pemerintah untuk mengefesiensikan distribusi penyalurannya. Strategi yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengurangi ketidakefektifan dan ketidakefesienan pendistribusian raskin adalah untuk mengatasi tidak efisiennya tepat jumlah maka pemerintah terutama pihak kelurahan untuk mendata ulang dan melihat langsung kondisi masyarakat yang layak untuk diberikan raskin, karena menurut informasi yang didapat dari beberapa kepala desa  di daerah penelitian menyatakan bahwa untuk mendaftarkan warganya yang memang berhak mendapat raskin tetapi tidak dapat terdaftarkan dengan alasan pagu raskin tidak dapat memenuhi. Pemerintah juga harus mendefinisikan kategori rumah tangga sasaran secara jelas, apakah hanya dibatasi untuk kelompok sangat miskin saja, memasukkan kelompok miskin juga atau menjangkau kelompok hampir miskin juga dengan analisis kriteria dan garis kemiskinan (Sayogyo).






		Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bagian    sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pendistribusian program raskin berdasarkan :
1. Analisis kinerja ketepatan sasaran yaitu tidak efektif karena dalam pendistribusian raskin ada penambahan nama penerima raskin yang tidak terdaftar dalam data penerima raskin.
2. Waktu pendistribusian raskin kepada RTS menjadi 3 bulan sekali dan tanggal pendistribusiannya diatas tanggal 10 setiap bulan ini menyebabkan masyarakat harus memenuhi kebutuhan pangannya akan beras sebelum raskin diterima dengan membeli lagi raskin di warung dengan harga Rp. 9000- Rp 12.000/kg.
3.  Kinerja ketepatan harga tidak efektif karena harga tebus raskin di pihak RTS menjadi Rp. 3400/Kg 
4.   Kinerja ketepatan kualitas juga tidak efektif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa efektifitas dari program penyaluran raskin masih belum efektif.
5.  Menurut hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa rata-rata pengeluaran keluarga lebih besar dari rata-rata pendapatan yang diterima keluarga sehingga masyarakat harus meminjam uang kepada keluarga  lainnya untuk memenuhi kebutuhan pangannya.

B.	Saran
	  Raskin yang sejak tahun 2015 berubah nama menjadi Rastra (Beras Sejahtera) merupakan subsidi pangan pokok dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi keluarga miskin sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin. Program raskin berubah nama menjadi rasta agar menjelaskan bahwa “Beras sejahtera ini diartikan jangan menganggap mendeskriditkan orang, agar bahasa penyebutannya lebih sopan didengar, namun yang paling penting bukan namanya tetapi  Pemerintah harus lebih memperhatikan kualitasnya yang sampai kepada RTS tidak berkutu, berbau dan pecah-pecah sehingga kualitasnya harus terjamin agar tujuan dari dibentuknya program rastra tersebut memang benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga penerima manfaat.
Untuk Pemerintah diharapkan agar dapat memberi tambahan terhadap pagu raskin mengingat jumlah rumah tangga miskin yang semakin meningkat dan belum terdaftar pada DPM-1 agar jumlah raskin yang diterima oleh RTS dapat sesuai dengan jumlah raskin yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk waktu pendistribusian raskin agar Pemerintah dapat tepat waktu dalam mendistribusikannya kepada masyarakat karena dengan terlambatnya waktu pendistribusian raskin, masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan pangannya karena masyarakat harus memenuhi kebutuhannya akan pangan sebelum raskin diterima dengan membeli beras di warung dengan harga Rp. 9.000- 12.000/kg.
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